
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN  GUBERNUR JAWA TENGAH 
   NOMOR  24 TAHUN 2014   

 
TENTANG 

 
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli 

daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah 
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah 
telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa 
Tengah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
dan Pasal 105 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa 
Tengah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 
tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi 
Jawa Tengah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah(Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 11,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3193); 

 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 

15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5023); 

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 



21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5072); 

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha 
Perternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3102); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib 
Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan Atau Ditera Ulang Serta 
Syarat–Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang Dan 
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3283); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan 
Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3351); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman 
Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3550); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3616); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3776); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata 
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,  
Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
66); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4230); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum PERHUTANI)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
67); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan 
Batubara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5111); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5142); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7); 

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 8); 

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 11); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 



(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 70); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan 
 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 
 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Daerah 
Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
 

Pasal 2  

(1) Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Retribusi jasa umum; 
b. Retribusi jasa usaha; dan 
c. Retribusi perizinan tertentu. 

(2) Struktur dan besarnya Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(3) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dikecualikan untuk Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan. 

 
 

Pasal 3 

(1) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dilakukan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau 
besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan. 

(2) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian serta kemampuan masyarakat. 

 



Pasal 4 
 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 55  Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 55) masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 12 Mei 2014 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
GANJAR PRANOWO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 12 Mei 2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


